
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

5.1. Uraian Teori 

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengidentifikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena. 

 Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak 

yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam 

proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel 

sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-

variabel tersebut dapat jelas.berhubungan. 

 Pengertian teori menurut beberapa ahli : 

1. Jonathan H. Turner  

“Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat 

membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa 

terjadi.” 

2. Kerlinger  

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya 

yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.” 

3. Emory – Cooper 

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel 

yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah 
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digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu 

fenomena (fakta-fakta) tertentu. 

4. Nazir 

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan 

mengenai suatu peristiwa atau kejadian.” 

5. Fawcett  

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan 

tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat 

satu fenomena pada fenomena lain.” 

6. Manning  

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang 

mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan 

menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan 

pola-pola yang diamati.” 

 Secara umum, fungsi teori diantaranya: 

1. Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah 

maupun bersifat sosial 

2. Sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis 

3. Menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-

fakta empirik. 

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori : 

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji 

kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari 
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2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-

kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya 

3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan 

fakta yang dipelajari 

4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi 

fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan 

defenisi-defenisi yang penting untuk penelitian 

5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk 

mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke 

arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang 

diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini.  

Dalam kenyataannya, sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan 

dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara 

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus 

hukum tertentu, jika hakim menginginkan putusan yang adil (menurut persepsi 

keadilan yang dianut oleh hukum tersebut) bagi si penggugat atau si tergugat atau 

si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat 

luas. Sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat dipuaskan, perasaan adil bagi orang 

tertentu terpaksa harus dikorbankan. 

 Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan 

tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah 

suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama 

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. 
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 Sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum 

atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).12
 

 Struktur hukum merupakan institusi pelaksana atau penegak hukum atau 

bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang 

ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum 

yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau 

hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem. Sedangkan budaya hukum adalah 

nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem 

hukum. Ketiga sistem tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka mau tidak 

mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum. 

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun 

pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.13 

2.1.1. Teori Keadilan 

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan 

terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai 

persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk 

peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan 

                                                            
12Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, 

http://id.shvoong.com./law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/,tanggal2November 
2015, jam 17.00 wib. 

13Bernard L Tanya, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan 

Generas, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11. 
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pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan 

sebaliknya hukum itu tidak adil.14
 

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam 

suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana 

(criminal of justice) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (private of 

justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (administration of 

justice) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan 

majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan 

itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori 

pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwlijks theorie). 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang 

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam 

hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. 

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung 

dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.15  

Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang 

diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan 

sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan 

lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau 

sekelompok orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan 

individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. 

                                                            
14 A.Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi 

Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.Hlm. 17 

15Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa 
dan  Nusamedia, 2004, hal 239.  
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Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah 

atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam 

masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Secara konkrit hukum adalah 

perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah 

negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai 

sama dalam masyarakat itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai 

tujuan tertentu. 16  

Dalam makalah ini, penulis akan meguraikan persoalan keadilan dalam 

perspektif hukum nasional. Dalam pandangan hukum penulis hanya akan 

menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen. 

Sedangkan dalam persfetif hukum nasional Indonesia, penulis akan menguraikan 

teori-teori yang berhubungan dengan cita negara (Staatsidee) sebagai dasar 

filosofis bernegara (Filosofiche grondslag), yang termaktub dalam Pancasila 

sebagai sumber hukum nasional.17  

Teori Keadilan Dalam Pandangan Hukum : 

      1. Teori Keadilan Aristoteles 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam 

karyanyanichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat 

dalam bukunicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi 

keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap 

                                                            
16 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,  Bandung, Alumni, 2000, 
hlm.  4. 

17  ibid  
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sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan 

dalam kaitannya dengan keadilan”.  

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian 

hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan 

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat 

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum 

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi 

kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan 

“commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan 

kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief 

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar 

menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles 

mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, 

honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, 

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan 

dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan 

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. 
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      2. Teori Keadilan John Rawls 

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika 

di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal 

Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh 

pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.  

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian 

of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama 

dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau 

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa 

keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.18  

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai 

prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep 

ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan 

“selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).  

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan 

sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada 

pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi 

asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari 

oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan 

                                                            
18 Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 

1 (April 2009), hlm. 135. 
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(equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of 

society). 

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh 

John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta 

dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan 

doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan 

tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls 

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil 

dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.19  

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” 

terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip 

persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat 

universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, 

ekonomi pada diri masing-masing individu. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap 

keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 

haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi 

hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas 

seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik.20  

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 
                                                            

19  ibid 
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mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan 

bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti 

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan 

koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum 

lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik 

yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai 

pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi 

ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

      3. Teori Keadilan Hans Kelsen 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang 

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.  

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, 

nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum 

yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa 

keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu. 

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai 

pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang 

adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap 

perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak 

mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap 

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan 
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sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan 

menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan 

nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat 

subjektif.21  

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa 

keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda 

atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. 

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. 

Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-

hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan 

sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran 

manusia atau kehendak Tuhan.  

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut 

aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara 

hukum positif dan hukum alam.22 

 

2.1.2. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses  

pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib 

terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian 

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh 

                                                            
21 Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, Hlm.56 

22 Ibid.Hlm. 61 
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undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan 

yang didakwakan.23 

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. 

Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan 

untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Pembuktian 

ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam 

memberikan penilaian.  

Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang di 

pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh 

karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian 

pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi.24 

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam  

Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau 

peristiwa. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau 

salahnya dalam sidang pengadilan.25 

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut  

W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut : 

a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan 

kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) 

b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu 

perbuatan (kejahatan dan sebagainya) 

c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian: 

                                                            
23 Djoko Prakoso, 1988, Alat  Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses 

Pidana, LIBERTY, Jakarta,1988, Hlm. 14 
24 Ibid,Hlm. 14 
25DEPDIKBUD, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1995, Hlm.151 
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1) Memberi (memperlihatkan) bukti 

2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-

cita dan sebagainya) 

3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar) 

4) Meyakinkan, menyaksikan.26 

Sehubungan dengan istilah bukti, Andi Hamzah mengemukakan bahwa 

bukti yaitu: 

“sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. 
Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan 
untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan 
di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, 
keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk 
persangkaan dan sumpah.” 
  
M.Yahya Harahap  mengatakan bahwa: 

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk 
membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh 
digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.” 
 
R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu 

arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan 

hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. 

Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa 

yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat 

dan tergugat adalah benar. Membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat 

kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, 

                                                            
26 Danil, Elwi. Korupsi Tindak pidana, dan pemberantasannya. PT. Rajagrafindo 

Persada. Jakarta. 2011. Hlm. 45 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu 

dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.27 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara 

di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana 

yang telah dilakukannya.  

Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, 

konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat 

mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya 

bukti lawan. 

2) Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang 

bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut: 

a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena 

didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intutif 

(conviction intime). 

b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu 

disebut Conviction raisonnee. 

3) Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup 

kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.28 

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang 

berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian 

                                                            
27 R, Supomo, Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2002, 

Hlm. 62-63  
28 Sudikno, Mertokusumo, Jenis Pembuktian Dalam Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009, Hlm. 24-25 
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dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan 

pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan. 

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa pembuktian  

adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, 

ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 

 

2.1.3 Teori Pembuktian 

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik 

korupsi, diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan 

KUHAP, diterapkan juga pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 

40 dari UU No. 31 Tahun 1999.  

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni: 

1. Teori Tradisionil 

B.Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang 

pembuktian yang tradisionil, yakni: 

a. Teori Negatif 

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika 

hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah 

terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh 

Herzienne Inlands Reglement (HIR) dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang 

pada dasarnya ialah: 

1. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan 

kepada Terdakwa 
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2. Alat-alat bukti yang sah.29 

b.  Teori Positif 

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan 

kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh 

undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim 

diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran 

ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun 

sedikit harus dihukum.30 

Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai 

berikut: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.31 
 

c. Teori Bebas 

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang 

dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang 

didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh 

pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem Herzienne Inlands 

Reglement (HIR) maupun sistem KUHAP. 

 

 

                                                            
29 Ibid, Hlm. 100 
30 http://id. Wikipedia. Org/wiki/Bukti-sistem Hukum. 26 September 2015 
31 Undang-Undang No.8 Tahun 1981( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 
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      2. Teori Modern 

a) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (Conviction intime) 

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang 

pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan 

hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini 

sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu 

keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu 

peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menentukan apakah keadaan 

harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan 

pikiran secara logika dengan hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem 

penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah 

menurut perundang-undangan.32  

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak 

memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan 

perseorangan sehingga sulit pengawasan. 

b) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 

wettelijke bewijstheorie) 

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana 

yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim 

mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-

alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara  

yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus 

menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin 

                                                            
32 http: //lp3madilindonesia. blogspot. com/2015/09/22 beban-pembuktian penuntut.html. 
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berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. 

Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat 

bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu 

benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah keyakinan hakim tentang 

terbukti atau tidaknya sesuatu hal.33 

Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan 

kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan 

dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan 

atas kebenaran. 

c) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk)  

Teori ini juga dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan Herzienne Inlands Reglement (HIR), dalam teori 

ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-

undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai 

dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 

d) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(Iaconviction raisonnee)  

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan  (conclusie)  yang 

berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam 

                                                            
33 http: //www. Antikorupsi. Org /id/ content / urgensi – pembuktian - terbalik-Positif. 

2015/09/23. 
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teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk 

menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. 

e) Teori pembuktian terbalik 

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang 

membebankan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain 

terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, 

pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh 

Penuntut Umum.34 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik 

Sistem pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib 

membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan 

jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil 

korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka 

terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah 

sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.  

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenai 

adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yaitu sistem 

dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya 

berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan kemungkinan 

dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan 

                                                            
34 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta,2012, Hlm. 56 
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persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari 

tindak pidana korupsi.35 

Namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta 

benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka 

negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pembuktian Terbalik 

(Pembalikan Beban Pembuktian) merupakan ketentuan yang bersifat premium 

remidium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.36 

Sistem pembuktian terbalik dalam Gratifikasi, perluasan terhadap alat 

bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si 

terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau 

korporasi yang diduga oleh Jaksa Penuntut Umum mempunyai hubungan dengan 

perkara yang didakwakan.  

 

 

 

                                                            
35 Yunus, Husen. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 

2009. Hlm.  26 
36 Undang-Undang  No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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2.1.5 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut 

Undang-Undang dan ditentukan secara  limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, 

tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat 

bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas 

pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti  

yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat.  

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa 

yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: 

1. Keterangan Saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan Terdakwa.37 

         1. Alat Bukti Keterangan Saksi 

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 

yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada 

perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.  

Menurut M.Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian 

perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. 

Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih 

selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.38 

                                                            
37 Pasal 184 ayat 1 KUHAP 
38 Ibid, Hlm. 286 
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Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1(26) 

KUHAP yaitu: 

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan  peradilan tentang suatu 
perkara  pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri”. 39 
 
Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya 

tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi : 

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.40 
 

Pasal 185 KUHAP:  

 Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 

di sidang pengadilan.  

 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.  

 Ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2) tidak berlaku 

apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.  

 Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 

suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 

dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.41 

                                                            
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Pasal 185 KUHAP 
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Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun 

demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat  

bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang 

mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak 

dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 

(1)Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa 
(2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama 
sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka 
yang mempunyai hubungan karenaperkawinan dan anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga 
(3)  Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa”.42  
 
Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan 

pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi 

pasal sebagai berikut: 

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah 
ialah: 

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 
pernah kawin. 

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali”. 
 

Dalam penjelasan dari pasal  tersebut diatas  Andi Hamzah, 

mengatakan bahwa: 

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang 
yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang 
saja, yang  dalam ilmu jiwa disebut Psucophaat, mereka itu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan scara sempurna dalam hukum 
pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam 
memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya 
dipakai sebagai petunjuk saja”.43 
 

 
                                                            

42 Ibid, Hal. 149 
43 Ibid, Hlm. 254 
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          2  Alat Bukti Keterangan Ahli 

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, maka oleh  undang-undang diberi kemungkinan 

agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus 

dapat memperoleh  bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan 

berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang 

menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya 

dalam pemeriksaan perkara pidana. 

Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat 

dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan 

ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan 

ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas 

metode kejahatan. .44 

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:  
 

“keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan 
dalam sidang pengadilan”. Pasal tersebut memang belum 
menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada  
penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan 
bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada 
waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di 
tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat 
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu 
tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk 
memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia 
mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim”.45 
 
 

 

                                                            
44 Taufiqul, Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta, 2002, 

Hlm. 87 
45 Ibid, Hlm. 165 
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Andi Hamzah menerangkan bahwa : 

“Yang dimaksud dengan  keahlian  ialah ilmu pengetahuan yang 
telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan 
diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, 
sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu 
senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya 
termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan”. 
 
Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut  M.Yahya 

Harahap hanya bisa di dapat dengan: 

“Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa 
ketentuan yang terpencar dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari 
pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Dengan 
jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas 
pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti”46 
 
Untuk lebih jelasnya kita dapat menjajaki lebih jauh dengan 

melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan: 

a. Pasal 1 angka 28 

Pasal ini memberikan definisi pengertian apa yang disebut 
keterangan ahli, yaitu, Keterangan yang diberikan oleh seorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan. 

Melihat bunyi pasal 1 angka 28 KUHAP, M. Yahya Harahap 

membuat pengertian: 

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang 
memiliki “keahlian  khusus” tentang masalah yang diperlukan 
penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa. 

2. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang 
sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian 
pemeriksaan perkara yang bersangkutan.47  
 

b.Pasal 120 (1) KUHAP  

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat 
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.Dalam pasal 

                                                            
46 M.Yahya Harahap, Hlm. 297 
47 Ibid, Hlm. 6 
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ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli 
ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan 
memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-
baiknya. 
 

c. Pasal 133 (1) KUHAP 

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani  
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang  merupakan tindak pidana, ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. 
 
Karim Nasution pernah mempertanyakan bilamana diperlukan  

keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat 

pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun 

selanjutnya dimuka pengadilan.48 

          3. Alat Bukti Surat 

Surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang 

dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. 

  Menurut Chaidir Ali, Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa 

kertas, kayu, daun  lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda 

baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam 

suatu surat). 

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan 

ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal,yaitu  Pasal 187, yang 

bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, 

dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
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1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang 

memuat  keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 

dan tegas tentang keterangan itu 

2. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya 

dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan 

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmki 

daripadanya 

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian yang lain”.49 

Menurut bunyi dari  Pasal 187 butir d, pendapat Andi Hamzah 

bahwa: 

“Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: 
keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan 
uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti 
disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya 
dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup 
sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 
butir d KUHAP”.50 
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          4. Alat Bukti Petunjuk 

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya 

merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat 

bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang 

terdapat pada Pasal  188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu: 

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya. 

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh 
dari: 

a. Keterangan saksi 
b. Surat 
c. Keterangan terdakwa.51 
 
Taufiqul Hulam mengatakan perihal penggunaan alat bukti 

petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk 

dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai 

dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan 

pembuktian dari suatu petunjuk dala setiap keadaan tertentu dilakukan 

oleh hakim dengan arif lagi  bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan 

dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.52 

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat  A. Hamzah, dari bunyi pasal 

188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan 

pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim 

sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus 

dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim 
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sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan 

atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.53 

      5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam 

pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang 

menjadi salah satu alasan yan dipergunakan untuk menempatkan proses 

pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan 

keterangan saksi.  

Menurut A. Hamzah, Bahwa KUHAP jelas dan sengaja 

mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184  

butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut 

“pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHAP 

tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai 

alat bukti dan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti.54 

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai 

alat  bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan 

terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, 

pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. 

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan,karena 

pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat: 

1. Mengaku ia yang melakukan delik 

2. Mengaku ia bersalah. 
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Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas 

pengertiannya dari pengakuan terdakwa. 

D. Simon agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan 

terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu 

suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan 

tidak dapat dijadikan bukti.55 

Tetapi suatu  hal yang jelas berbeda antara “keterangan 

terdakwa”sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa 

keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan 

beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya 

perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. 

Dalam KUHAP Pasal 189 memberikan penjelasan bahwa: 

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 

tentang perbuatan yang  ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 

alami sendiri. 

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan 

untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu 

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya. 

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
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4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 

melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.56 

 

2.1.6   Tanggung jawab Pembuktian 

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6 

KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut : 

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” 
 
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan: 

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang 
ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, Kejaksaan merupakan 
lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan”.57  
 
Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat 

melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya 

satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik 

Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai 

kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap 

semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat 

dilakukan oleh Kejaksaan. 
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Selain itu, sesuai dengan asas dominus litis, maka penetapan dan 

pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. 

Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan 

yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap atau masih kurang lengkap. 

Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan 

menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan 

melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka 

Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera 

melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan. 

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian 

sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan 

persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal 

ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di 

dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum. 

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan 

Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di 

persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa : 

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila 
dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 58 
 
Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan 

suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah 

dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat 
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menghadirkan minumum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk 

memperoleh keyakinan Hakim.  

Oleh karena itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan 

dalam rangka mendukung tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai pihak yang 

memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.  

Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang 

mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya .59 

 

2.1.7  Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi 

1. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu  strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 

resmi tentang apa yang dimaksud dengan  strafbaar feit  itu. Oleh karena itu,  para 

ahli hukum berusaha untuk memberikan  arti dan isi  istilah itu. Sayangnya sampai 

kini belum ada keseragaman pendapat.  

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

beliau sebagai: 

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman  pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut”.60 

 
Pandangan Moeljatno  terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam 

istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau 
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memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang 

memisahkan antara pebuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut 

pandangan dualisme, juga dianut  oleh banyak ahli. 

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai suatu: 

”Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang  dengan 
sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.61 
 
Vos merumuskan bahwa  strafbaar feit adalah suatu: 
“kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.” 
 
R.Tresna menyatakan  bahwa peristiwa pidana itu adalah: 
 
“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan  
dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya; 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”62 
  
Selain pandangan dualisme ada pandangan lain yakni pandangan  

monoisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan 

dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang 

berpandangan  monoisme  dalam pendekatan tindak pidana. 

Simons merumuskan  strafbaar feit adalah: 

“suatu tindakan  melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya  dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum”.63 
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2. Tindak Pidana Korupsi 

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “corruptio” atau “corruptus” 

yang berarti kerusakan. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran 

seseorang di bidang keuangan. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. 

Kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah.64 

Namun, ada beberapa ahli yang merumuskan pengertian korupsi yaitu:  

Andi Hamzah  dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum 

Nasional dan Internasional menuliskan pengertian korupsi sebagai berikut: 

kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio 
berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa 
latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, 
corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. 
Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu 
korupsi.“ 

 
Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

1) Setiap orang yang secara melawan hukum  melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu  pidana mati dapat 
dijatuhkan.”65 

 
Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi disebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana 
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yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.66 
 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Skripsi merupakan suatu karya Tulis ilmiah yang disusun berdasarkan 

penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada 

masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. 

Penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul: “Pembuktian 

Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi”.Yang mana akan melakukan Penelitian 

di Pengadilan Negeri Medan untuk menjawab atas permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari Pembuktian Terbalik terhadap 

Tindak Pidana Korupsi maka akan ada penyelesaiannya yaitu melakukan 

wawancara kepada Hakim Tindak Pidana Korupsi, Advokat, Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dan melihat ketentuan dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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